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ABSTHAK

MK merupakan upava hukum luar bigse, yvang diater dalam Pasal 263 KUHAR, PK diput
digjukan terfimlap putusan pemidanazn vang telah berkekustan hukum tetap, termasuk pidana mati.
Pidana mati digtur dalam Pasal 10 KUHP, D9 Sumaters Barat, vonis pidana mali dijatuhkan
echadap Trwan Sadawa Hia dan Taroni His, pelako pembunuhan berencana di Baver Maninjzu
tabun 2001, Proses hukumnya sedang berads pade tehap PR, vang mana dizjukan setelah s
citelak Presiden pada tahun 2004, Sampai sekarang, permohonan PE tersebut belum seles diputus
cleh MA. Permasalahan dalum wulisan inf adalih: ) Apakah ojuan pengaturan upayva hukum PK
dalam KUHAT, b) Apakah yang dimaksud dengan novem sebagai salah satu alasan pengajuan PE;
dan ¢} Bagainanakah kajian yuridis pengajuan PE setelah grasi oleh terpidana mai ditingan duri
aspek hukum pidana di Indonesia (Perkara Momor 03/PID.B2002FMN LB.BS). Metode pendekatun
vong digunakan adalab yoridis normatif, dengan mengounzkan dato sekundes dan leknik
pengumpulan data mekalui stadi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian. memperlibatkan
Babwa: a) tojuan pengaturan PK dalam KUHAP adalah sehagii berikut: (1) Mengoreksi dan
meluruskan kesalahan vang terdapat dalam peitisian hakim tingkat pengadilan sehelurmnya; (2)
Uremni tegaknya hukum din kebenaran sera keadilan: (3) Pemenohan Hak Asasi Manusia lerpidana.
b Nevien schagai salah satu alasen PK merupakan keadasn baru yane tidak permah diungkapkan
dilam persidangan sebelumnya. ©) Dalam kajian yuridis, pengajuan PE serelah grasi tidak
bertentangan dengan aluman hukum yang ada, apabifa telah memenuhi ketentuen Pasal 263
KUHAP. Akan tetapi menurul logiks hukum, pengajuan PK setelah arasi merepikan proses huka
vang lidik konsisten, Dalam perkara Nomor 03/P10.B2002PN LB.BS. PK yang diajukan oled
IL'"EISH hukum terpidana tidak memenohi persvaratn Pasal 261 KUHAP.

Skripsi ini !clah_'dip:rtai:ankan di depan sideng penguji dan dinvatakan lulus pada tangpal
05 Marer 2007, Absirak iclal disetuju oleh penpujt.

Penguii: o
| Tanda Tangan | J: I"'.,_ |r||'|, »1\‘ ; 2 i |
I\, |,A;-_ﬂij @ ey _
—ie r. -d----rlt l.'li_ - ,l". .1 -
Mama Terange Yialmayeti, S.H. /M. HL Dhan 1y S.H.. MM
ol 'H._\__. = II
. | Dl ;‘ |
Menzetaliu: /

Ketua Bagian Pidana: Yoserwan, S H, MH., | LM

Mama Terang unda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakubtas®nversitas dan mendapay™Nomor Alumnus:
Petugas Fakulras/Universitas

| Momar Aduming Fakultas Mama Tanda Tanpan

I ‘:.“4::..lml_=1' Alummi Llni'..'e-rsisas MWama Tanda Tangan




BAB 1

PENDAHULUAMN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana mati merupakan warisan hukum pidana sejak awal peradaban
manusia vang lerdapat di selurub belahan bumi. Berdasarkan sejarahnva.
pelaksanaan pidana mati tu dahulunva disebabkan karena adanva prinsip
Moad for beod, “darah dibayar dengan darah™. Artinya, setiap tindakan
kejahatan pembunuban dibayar dengan pembunuban pula.

Mamun. seiring dengan perkembangan peradaban it sendin. banyak
itart negara-nepars di dunia sudab mulai meninggalkan pidana mat secara
perlahan-lahan. [ M Era-Ne g Eropa pada umumnya, mereka  1eluh
mengganti picdana mali dengan pidana lainnva vang berlaku di negara tersebut,
Seperti contoh Belanda dan Perancis, pidana mati telah diganti menjadi pidana
penjara untuk jangka wakiu tertentu atau pidana penjara seumur hidup.
Walaupun  beberapa negara telah menghapuskan  prakiik  pidana  mati,
Indonesia merupakan salah satu negara vang masih tetap mempertahankannyve,
Pidana mati masih tetap diberlakukan di Indonesia dischabkan karena secara
normatils undang-undang  masib mengatur tentang  pidana mati tersebu,
Pengaturan pidana mati terdapat dalam Paszal 10 KUHP yang menvebutkan
bahwa pidana mati termasuk sulah satu jenis pengpolongan pidana pokok vang

berlaku di [ndonesiz, Pidana mati merupakan pidana pokok terberat dalam



steisel pidana i Indonesia,” Penerapan pidina mati dalam hukum pidana di
Indonesia merupakan salah sau upava untuk mencapai terwojudnva tujuan
pemidanaan.

Pelaksanaan pidana mati Ji Indonesia mendapan kritikan dari beberapa
negara, terulama negara Eropa. Kritikan oo dilihat dari sisi pamas tidaknyva
mempertzhankan pidona mati di Indonesia, dikaitkan dengan hak  asasi
manusia (HAMYY Menanggapi kritikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung,
Bagir Manan, mengatakan bahwa seefsel pidana Indonesia berbeda dengun
beberapa negara lain yang ada di dunia.’

Menurut Yusnl Thea Mabendra, memvonis pidana mati masih relevan
untuk dilaksanakan di Indonesia. “Ii dalam Al Quran pun mengenal pidima
mat, Jadi, bila ada sekelompok terentu tidak setuju dengan pidana tersebut,
1ty hanva sebuab fenomena Ik-::pumingan di masvarakat™.

Menurut Nicolaus  Pira Bunga,  pengamat  hukum  dan politik
Lniversitas MNusa Cendana Kupang, pencrapan pidang mati dalam sistem
hukum  Indenesia (KUHP) tampaknyva masih sangat diperfukan  untuk
diberlakukan di negara ini, Tanpa adanya aturan hukum fersebut, orang hisa
seenaknya menghilanghan nyvaws orang lain, “Sodal ada aturan pidana mati
sala orang masih melakukan pembunuhan, apalagh tidak ada pengaturan

hukum tentang pidana mati, ini justru lebih berbahaya lagi™”

r";l'liq.l-:lr Salmi CIDEEL Ehsisrensd Pickosr Moei Tukurine Aksara Pe rsada, hal, 29
* Harian Padang Chspres, Skvekas Mo dan Hak Asad Manusia, Senin, 25 Tul 2005, hal. 4.

“Harian Media Indonesia, MO Abaikor Kecoma Ebvoknyd Mard, Bzhru, 7 Asustus 2004,
|

Harian Singealing, Pidana Mati Mask Relevan, Minggu, |3 Februar 2003, hal, 3
* Harian Halwan, Migfoema Mori Masih Tetap Diperfikan &F fodonexsia, Raba, 3 Juli Eﬂl:lﬁ kil
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BAB IV

PENUTLP

A, Kesimpulan

I, Tujuan pengatusan upava hukum luar biasa Peninjmum Kembali (PE ) i

dalam KUHADP. vakni sebagail berikut:
a  Lntuk mengoreksi dan melureskan kesalahan yvang terdapat dalam
putusan hakim tngkat pengadilan sebelumnya;

b Demi tegakoya hukum dan kebenaran serta keadilan:

¢ Pemenuban Hak Asasi Manusia (HAM) Terpidana,

I Yang dimaksud dengan Novir schagai salah satu alasan pengajuan P

-

adalah keadaan baru yang tidak pernab dinngkapkan dalam persidangan
sebelumnya dischabkan karema baru diketermukan atan  diketahul di
kemudian hari setelah persidangan berlangsung, vang apabila ferbukii.
dapat menjatuhkan putusan bebas atan putusan lepas darl semua tuntutan
hukom. tuntutan penuntut umom tidak dapar diterima, serta puiusan

dengan menerapkan pidana yang lebih ringan,

Secara yuridis normatif, pengajuan PE setelah orasi tidak bertentangan
dengan aturan hukum vang ada. Hal ini disebabkan karena dalam KUHAP,
tidak ada ketemtuan yvang melarang untuk i PK vang dinjukan setelah
grasi sah menurut hukum apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 263
RUHAP. Akan tetapi. menurut logika hukum, permohonan PK yang

digjukam  setelah  prasi merupskan  sualy proses  hukum vang tidak
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